
 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR  10 TAHUN 2017 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR    10     TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG 

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian 

pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan 

secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat, Pemerintah 

Daerah  perlu melindungi dan menetapkan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan;  

b.  bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

188.34-4775 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu mengubah Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan agar sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan;  

 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 

 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 



Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan 

dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem 

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283); 

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009–2029 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 

Nomor 26); 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 1); 

      Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

dan 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN 

PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. 

 

 

 

 

Pasal I 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 1), 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 32 

Kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a 

paling sedikit mencakup:  

a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;  

b. potensi kehilangan hasil;  

c. risiko kerugian investasi; dan 

d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya. 

 

2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 33 

Perencanaan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b paling 

sedikit mencakup :  

a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;  

b. jadual alih fungsi;  

c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan  

d. pemanfaatan lahan pengganti.  

 

3. Ketentuan Pasal 34 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 34 

(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan 

ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang 

melakukan alih fungsi.  

(2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik 

tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

4. Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 



Pasal 35 

(1) Ketersediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d wajib 

dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat 

harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap 

tanam, dengan ketentuan sebagai berikut :  

a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan 

pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan; 

b. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan 

lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan 

(2) Penyediaan lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat 

dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi 

dilakukan, dan dapat diperoleh dari :  

a. pembukaan baru lahan cadangan pertanian pangan 

berkelanjutan;  

b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian 

pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan 

tanah bekas kawasan; dan   

c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

 

5. Ketentuan Pasal 38 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 38 

(1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan 

dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana 

alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a 

dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang 

melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik 

tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

 

6. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 39 



(1) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih 

fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan 

dan dalam kondisi siap tanam. 

(2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi 

dilakukan. 

 

7. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 54 

(1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 

ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan. 

(2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban 

mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 

(2) dan tidak melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan.  

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 

1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan. 

 

8. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 55 

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin 

pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), 

dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

 

Ditetapkan di Mataram  

                                   pada tanggal  27 Oktober  2017 

 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

  ttd 

 

             H. M. ZAINUL MAJDI 

  

Diundangkan di Matataram   

pada tanggal  27 Oktober  2017 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,  

 

                      ttd 

   H. ROSIADY HUSAEINIE SAYUTI 

  

NOREG PERATURAN DAERAH NOMOR: 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10 

 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

        Kepala Biro Hukum 

 

 

 

 

 

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH. 

   NIP.196512311993031135 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR             TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  

TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

 

I. UMUM 

 

Keberadaan Lahan Pertanian Produktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

semakin sedikit sehingga diperlukan regulasi sebagai dasar hukum penetapan 

perlindungannya, Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di 

wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar peraturan zonasi. 

Sementara Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang selama ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan 

perlindungan lahan pertanian dibatalkan oleh Pemerintah dengan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4775 Tahun 2016 tentang Pembatalan 

Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 

1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga perlu dilakukan 

perubahan. 

Keberadaan Peraturan Daerah ini sangatlah penting karena menjadi acuan 

bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat dalam 

menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerahnya masing-

masing. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  

Angka 1 

Pasal 32    

  Cukup jelas  

Angka 2 

Pasal 33    

  Cukup jelas  

Angka 3 

Pasal 34    

  Cukup jelas  

Angka 4 

Pasal 35    

  Cukup jelas  

Angka 5 

Pasal 38    



  Cukup jelas  

Angka 6 

Pasal 39    

  Cukup jelas  

Angka 7 

Pasal 54    

  Cukup jelas  

Angka 8 

Pasal 55    

  Cukup jelas  

Pasal II 

  Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 


